BUPATI KATINGAN

mwﬂ—

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI KATINGAN

Menimbang + a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan pelaksanaan pembangunan, pemerataan
pertumbuhan antar desa dan peningkatan pelayanan
dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat
desa, perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa
(ADD); '

b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya
perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Desa (ADD)
Kabupaten Katingan Tahun  Anggaran 2011
sebagaimana Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari
Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Pemerintah
Desa,

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a
dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten  Sukamara,  Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisay,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana



10.

11.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
(Lerbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008

Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Dsea;



Menetapkan

12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Taiwun 2009

tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati
Katingan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Begara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidek Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN
ANGGARAN 2011

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Katingan;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Katingan;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan,
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat daerah Kabupaten;

Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai  kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada
di daerah kabupaten;
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11.

1.2

13.

14.

15.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati datam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Dusun adalah bagian Wilayah Desa di lingkungan kerja
pelaksana Pemerintahan Desa; :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut dengan APBD adalah suatu rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber
dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud, tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD)
(1.) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan

keuangan dari Pemerintah Kabupaten Katingan kepada
Pemerintah Desa yang berasal dari APBD Kabupaten
Katingan untuk membiayai Program Pemerintahan
Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat;

(2.) Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
desa dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
sesuai kewenangannya;

b. Meningkatkan kemampuan lembaga
kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;



C.

d.

Meningkatkan penerimaan pendapatan,
kesempatan bekerja dan berusaha bagi
masyarakat desa;
Mendorong peningkatan swadaya dan gotong
royong masyarakat.

(3) Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

da.
b.

L
d.

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan desa;

Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
Meningkatnya partisipatif dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

BAB III
AZAS YANG DIANUT ADD

Pasal 3

(1) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa yang
ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan
azas merata dan adil. Yang dimaksudkan azas merata

2

dan

adil adalah -

Azas merata adalah bagian Alokasi Dana Desa
(ADD) yang sama besarnya untuk setiap desa,
Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum
(ADDM); '

Azas adil adalah bagian Alokasi Dana Desa (ADD)
yang besarnya dibagi secara proporsional untuk
setiap Desa berdasarkan beberapa nilai bobot desa
(BD X) yang dihitung dengan rumus berdasarkan
beberapa Variabel yaitu : kemiskinan, pendidikan
dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah
penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan
jumiah dusun, selanjutnya disebut alokasi dana
desa proporsional (ADDP).

Berdasarkan kedua azas tersebut diatas maka
besarnya Alokasi Dana Desa (ADD X) terdiri dari 2
(dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimal
(ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP

X).

ADD X = ADDM + ADDP X




Keterangan:
ADD X «  Alokasi Dana Desa untuk Desa X

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimum
yang diterima Desa

ADDP X : Alokasi Dana Desa Proporsional

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN DAM PENETAPAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman
pelaksanaan dan penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun Anggaran 2011 sebagaimana termuat dalam
lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan oleh
Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan Program Desa
Membangun (PDM) yang menggunakan sumber pendanaan
dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 6

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 yang diarahkan bagi
kegiatan pembangunan dipergunakan sesuai dengan usulan
dan hasil keputusan rapat di tingkat desa yang
bersangkutan.

Pasal 7

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan fisik dapat
digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat
kerjasama antar Desa dalam satu kecamatan atau antar
desa pada beberapa Kecamatan.

Pasal 8

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal 9

Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan
pemungutan pajak, Camat sebagai pembina wilayah wajib
memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah
Desa untuk menyetorkan pajak ke Kas Negara.

BAB V
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

(1) Total Alokasi Dana Desa sebesar 4,5% berasal dari
dana alokasi umum setelah dikurangi alokasi dasar
untuk belanja Pegawai Negeri Sipil, dibagi secara
proporsional kepada setiap Desa. Jumlah Alokasi Dana
Desa untuk 154 (Seratus Lima Puluh Empat) desa di
Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2010
sebesar Rp. 15.500.000.000,- (Lima Belas Milyar Lima
Ratus Juta Juta Rupiah) yang pembagiannya untuk
masing — masing desa tertuang dalam lampiran 2
(Dua) Peraturan Bupati ini;

(2) Alokasi Dana Desa berdasarkan Alokasi Dana Desa
Minimal (ADDM) ditambah Alokasi Dana Desa
Proporsional (ADDP), dimana untuk ADDM sebesar Rp.
6.976.200.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh
Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari total
ADD dan untuk ADDP sebesar Rp.
8.523.650.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh
Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari
total ADD secara keseluruhan.

BAB VI
PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

(1) Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing -
masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus
yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan
keadilan serta potensi desa dengan rumus — rumus

sebagai berikut :
1. Rumus Alokasi Dana Desa (x) Tahun Anggaran 2011
(Pemerataan dan Keadilan) :

ADD, = ADDM + ADDPy




(2)

Keterangan :
ADD, = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang
diterima Desa

ADDP, = Alokasi Dana Desa Proporsional
untuk Desa x
X = Desa

2. Rumus untuk menentukan pembagian dana
proporsional :

ADDP, = Klasifikasi Desa (A, B atau C)

Keterangan :
Klasifikasi Desa A = Rp. 120.680.000,-

Klasifikasi Desa B = Rp. 106.180.000,-
Klasifikasi Desa C = Rp. 90.700.000,-

3. Klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk yaitu :
» Klasifikasi Desa A yaitu jumlah penduduknya
1001 jiwa keatas
» Kalsifikasi Desa B yaitu jumlah penduduknya
501 - 1000 jiwa
= Kalsifikasi Desa C yaitu jumlah penduduknya O
- 500 jiwa
Kalsifikasi Desa berdasarkan Keputusan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 163 Tahun 2005,
sedangkan besarnya ADDP untuk klasifikasi desa
disesuaikan dengan jumiah dana yaitu 55 % dari
alokasi Dana Desa.

Hasil perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
masing — masing Desa yang besarnya pada tiap Desa
sesuai dengan Kklasifikasi Desa secara proporsional
yang nilainya sebagaimana [lampiran II (Dua)
Peraturan Bupati ini.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di
undangkan, agar setiap orang  mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 13 AYmv 2011

BUS’ATI KATINGAN,

r \
%7/)/\\/\/1'l e

DUWEL RAWING

Di undangkan di Kasongan
pada tanggal (>» Aprav 2011

C NTWO TATEL LADJU

(

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 19



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KATINGAN

II

NOMOR : (o TAHUN 2011
TANGGAL : |3 ATr' 2011

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN
2011

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu yang sangat mendasar dalam upaya Pemberdayaan
Masyarakat Desa di Kabupaten Katingan yaitu cukup tingginya angka
jumlah penduduk. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan Catatan
Sipil Kabupaten Katingan tahun 2008, maka jumiah penduduk miskin yaitu
10,54 % Kepala Keluarga. Selanjutnya jika dibandingkan dengan jumiah
penduduk seluruhnya tahun 2008, maka + 32 % adalah penduduk miskin.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Katingan,
telah ditetapkan 3 (tiga) strategi, yaitu :
1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin;
2. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kegiatan usaha
ekonomi produktif; dan
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan
pelatihan/kursus dan magang yang berbasis masyarakat.

Berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut di
atas, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat memegang peranan yang
sangat penting. Terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang desa yang dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640/S] tanggal 22 Maret 2005 perihal
Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :
143/161/PMD tentang Alokasi Dana Desa Bagi Pengembangan
Perpustakaan Desa di Seluruh Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut di atas
butir 4,b ayat: 1, menyatakan bahwa sumber Alokasi Dana Desa yaitu dari
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang
diterima oleh Kabupaten/Kota.

Untuk pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan melalui
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Katingan, maka
pada tahun 2011 mengalokasikan dana desa yang cukup besar yang
tertuang dalam Program Desa Membangun (PDM) yang tersebar pada 13
Kecamatan dan 154 Desa di Kabupaten Katingan.

. Tujuan

Penetapan kebijakan pembangunan melalui Program Desa
Membangun (PDM) dengan pembiayaan yang bersumber dari Alokasi
Dana Desa (ADD), baik dalam bentuk bantuan desa maupun dalam




bentuk dana alokasi langsung dengan memperhatikan faktor kemiskinan,
pendidikan, kesehatan dan keterjangkauan serta ketersediaan
infrastruktur dengan tujuan sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai
dan melaksanakan pelayanan pemerintahan desa dan pemberdayaan
masyarakat;

Memberikan motivasi swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan desa;

. Mengembangkan prakarsa dan inisiatif pemerintah desa bersama

masyarakat untuk membangun desa;

Meningkatkan dan mengefektifkan peranan lembaga kemasyarakatan
sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam
perencanzian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa;
Mengembangkan faktor-faktor yang produktif berskala desa dan
mendukunig peningkatan usaha masyarakat desa sehingga
memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan guna
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara merata;
Membangun budaya gemar membaca melalui perpustakaan desa.

II. SUMBER DAN ALOKASI DANA

A. Sumber Dana

Sumber dana untuk Program Desa Membangun (PDM) baik dalam

bentuk bantuan desa maupun alokasi langsung sebagai berikut :

1.
2.

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten Katingan.

B. Alokasi Dana

a.

Dalam mengalokasikan dana desa, dihitung dengan prosentase yaitu +
4,5 % dari jumlah dana yang diterima oleh Kabupaten Katingan, baik
bersumber dari Pajak dan Retribusi maupun Dana Perimbangan dari
Pusat setelah dikurangi gaji Pegawai Negeri Sipil. Kemudian dari
seluruh dana dimaksud yaitu 45 % yang dialokasi merata bagi seluruh
desa, sedangkan 55 % berupa dana tambahan bagi desa yang
dihitung dan dikaitkan dengan faktor pendidikan, kesehatan,
kemiskinan, keterjangkauan jumlah penduduk, luas wilayah dan
tingkat  kesehatan, transportasi/komunikasi  serta partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga dengan demikian
masing-masing desa akan menerima dana dengan jumlah yang
berbeda/tidak sama;

Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tiap-tiap desa yang ada di
Kabupaten Katingan, seperti terdapat pada L.ampiran II.

III. PENGGUNAAN DANA DESA

desa,

Dari jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing
digunakan oleh pemerintah desa untuk pembiayaan kegiatan

pemerintahan dan pembangunan desa yang peruntukannya sebagai berikut :



1. Untuk Belanja Operasional Aparatur Desa dan Honorarium/Gaji lainnya
dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya Operasional Desa, Biaya Operasional Badan Permusyawaratan
Desa, Biaya Operasional PKK, Biaya Operasional TPPK, Biaya
Operasional Posyandu dan Biaya Operasional Perpustakaan Desa
dengan perincian sebagai berikut :

1) Biaya Qperasional Desa sebesar Rp. 6.500.000,-
2) Biaya Qperasional PKK sebesar Rp. 2.000.000,-
3) Biaya Operasional BPD sebesar Rp. 2.000.000,-
4) Biaya Qperasional TPPK PDM sebesar Rp. 1.100.000,-

5) Biaya Operasional Posyandu yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-
6) Biaya Operasional Perpustakaan Desa sebesar Rp. 1.200.000,-

b. Untuk kesejahteraan Kepala Desa, Aparatur Desa dan Pengelola
Perpustakaan Dea diberikan Honorarium/Gaji yaitu sebagai berikut :

1) Kepala Desa sebesar Rp.550.000,-/ bulan
2) Sekretaris Desa sebesar Rp. 500.000,-/bulan
3) Kepala Urusan masing-masing sebesar Rp. 450.000,-/bulan
4) Pengelola Perpustakaan Desa sebesar Rp. 450.000,-/bulan

¢. Jumilah dana tiap desa yang diperuntukan untuk biaya operasional
desa sebesar Rp. 13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu
rupiah) dan Honorarium/Gaji Aparatur Desa 5 (Lima) orang Yyaitu
Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (Tiga) orang Kepala Urusan dan
Pengelola Perpustakaan Desa sebesar Rp 31.500.000,- (Tiga puluh
satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, sehingga total keseluruhan
untuk biaya operasional desa dan honorarium/gaji Aparatur Desa yaitu
sebesar Rp. 45.300.000,- (Empat puluh lima juta tiga ratus ribu
rupiah);

d. Penyetaraan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah
bagi Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa Non PNS, Anggota BPD
dan Perangkat Desa lainnya agar berpedoman kepada Peraturan
Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Petunjuk Perjalanan
Dinas, yaitu sebagai berikut :

1) Kepala Desa dan Ketua BPD, Dbiaya perjalanan dinasnya
digolongkan dalam Tingkat D atau setara dengan PNS Golongan III
dengan perincian sebagaimana lampiran IV dan V;

2) Sekretaris Desa Non PNS, Anggota BPD dan Perangkat Desa
lainnya, biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam Tingkat E
atau setara dengan PNS Golongan II dengan perincian
sebagaimana lampiran IV dan V.

e. Honorarium/gaji Pengelola Perpustakaan Desa hanya diberikan untuk
semester II (Juli sampai dengan Desember) Tahun Anggaran 2011,

f. Bagi desa yang Sekretaris Desanya telah diangkat dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS), pagu anggaran yang ditujukan untuk honorarium/gaji
Sekretaris Desa, dapat digunakan atau dialihkan untuk pembiayaan
kegiatan cesa lainnya;

g. Bagi Aparat Desa yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa,
honorarium/gaji yang jadi haknya adalah honorarium/gaji sebagai
Penjabat Kepala Desa. Pagu anggaran yang ditujukan untuk 2/
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honorarium/gaji yang bersangkutan sebagai Aparat Desa selama
menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa, dapat digunakan atau
dialihkan untuk pembiayaan kegiatan desa lainnya;

h. Bagi desa di luar sasaran pengembangan perpustakaan desa, pagu
anggaran yang ditujukan  untuk honorarium/gaji  Pengelola
Perpustakaan Desa dan Operasional Perpustakaan Desa, dapat
digunakan atau dialihkan untuk pembiayaan kegiatan desa lainnya.

2. Untuk belanja publik yang meliputi :

a. Program sarana air bersih dan penyehatan lingkungan (sumur dan
MCK);

b. Program penanggulangan kemiskinan;

c. Peningkatan Pendidikan Dasar dan kesehatan masyarakat;

d. Pengadazn pembangunan infrastruktur pedesaan seperti sarana
perhubungan, sarana produksi, sarana air bersih, sarana MCK dan
prasarana social desa lainnya;

e. Pengembangan perpustakaan desa.

IV. CAKUPAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan Program Desa Membangun (PDM) berupa
kegiatan fisik sarana dan prasarana desa yang diperiukan, harus sesuai
dengan hasil musyawarah desa dilaksanakan oleh masyarakat, baik dengan
sistem upah/gaji maupun secara swadaya dan gotong-royong.

V. BATASAN KEGIATAN

Ada beberapa hal yang menjadi batasan dalam penggunaan dana Program
Desa Membangun (PDM), yaitu :

1. Dalam penggunaan dana Program Desa Membangun (PDM), tidak

diperbolehkan untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Membangun yang bersifat prestise, antara lain seperti tugu desa,
pemugaran tempat keramat dan gapura desa;

b. Membangun pada tanah bukan milik desa, kecuali telah dihibahkan
(dilengkapi dengan surat keterangan hibah);

c. Tumpang tindih dengan proyek/kegiatan lain seperti Program PKK,
P2DTK, P2P, P2LDT dan lain-lain;

d. Pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa;

e. Dilarang membeli tanah untuk lokasi kuburan.

2. Bagi Desa di luar Sasaran Pengembangan Perpustakaan Desa dari Alokasi
Dana Desa (ADD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011, pagu
anggaran yang ditujukan untuk Operasional Perpustakaan Desa dan
Honorarium Pengelola Perpustakaan Desa, dapat digunakan atau dialihkan
untuk pembiayaan kegiatan desa lainnya;

3. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi pengembangan perpustakaan desa
di Kabupaten Katingan tahun 2011, Desa/Kelurahan yang dapat
menggunakan dana Program Desa Membangun (PDM) unt
pengembangan perpustakaan desa, seperti terclapat pada Lampiran III.Z



VI. TAHAPAN KEGIATAN

Program Desa Membangun Tahun Anggaran 2011 dibagi dalam
beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Dana PDM yang langsung diterima desa yaitu :

a. Untuk biaya PDM yang langsung diterima desa melalui APBDes dengan
cara mengajukan Rencana Pengeluaran Desa berdasarkan Anggaran
Pendapatzn dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dengan
Keputusar Kepala Desa yang telah disahkan oleh BPD dan Camat dan
diajukan kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan (contoh format terlampir);

b. Untuk honor/gaji Kepala Desa dan perangkatnya, diajukan per
semester (enam bulan sekali) dengan beban LS. :

2. Dana PDM untuk kegiatan fisik dilaksanakan dalam tahapan-tahapan
sebagai berikut :

a. Tahapan Pertama
1) Desa rnembentuk Tim Perencana dan Pelaksana Kegiatan (TPPK)

melalui musyawarah desa dan dipilih dari anggota masyarakat baik
laki-laki maupun perempuan yang dipandang memiliki kemampuan
dan dedikasi dalam memajukan desa, ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa, disahkan oleh BPD dan diketahui oleh

Camat;

2) Susunen pengurus TPPK Desa terdiri dari :

3)

a) Ketua;

b) Sekretaris merangkap anggota;

¢) Bendahara;

d) Anggota sebanyak 4 (Empat) orang.

Kriteria memilih TPPK Desa yaitu :

a) Berkemampuan membaca, menulis dan bersemangat;

b) Bersedia mencurahkan  waktu dan perhatian dalam
melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang disepakati
dalam musyawarah;

©) Jujur dan berdedikasi tinggi;

d) Mampu berkomunikasi dengan baik;

e) Kepala Desa dan Ketua BPD beserta aparatnya tidak
diperkenankan menjadi anggota dan atau Ketua TPPK.

b. Tahapan Kedua
1) Perencanaan Kegiatan

a) TPPK Desa menjaring aspirasi kelompok-kelompok masyarakat
mentabulasikannya sebagai bahan untuk menyusun 2 (Dua)
atau 3 (Tiga) rencana kegiatan prioritas yang akan diajukan
dalam musyawarah desa (format I terlampir);

b) Hasil musyawarah desa dibuatkan Berita Acara dan dituangkan
dalam Keputusan Desa, kemudian diajukan ke Kelompok Kerja
di Kecamatan (format II, III, IV dan V terlampir);

¢) Pokja Kecamatan meneliti dan memverifikasi rencana kegiatan
desa (Pokja Kecamatan diketahui oleh Camat dengan
anggotanya terdiri dari unsur dinas/instansi terkait yang ada di
Kecamatan, Tokoh Masyarakat, LSM dan Perwakilan Desa yang
ditunjuk oleh desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat); Z



d) Hasil verifikasi Pokja Kecamatan mengenai usulan kegiatan desa

yang layak untuk dilaksanakan diajukan kepada Bupati Katingan
Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten untuk mendapat
pesetujuan dan permintaan dana PDM dengan melampirkan
forrnulir verifikasi usulan (format terlampir);

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten Katingan
meneliti dan memverifikasi ulang dan menceklis dokumen
usulan yang diajukan untuk ditindak lanjuti dan membuat
rencana anggaran biaya dengan menggunakan jasa konsultan
khusus/instansi teknis terkait dan sekaligus menjadi pengawas
teknis di desa.

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan PDM Tahun Anggaran 2011 tidak
terlepas dari tanggungjawab Kepala Desa bersama dengan TPPK
Desa serta masyarakat pada umumnya sesuai dengan tugas,
tanggung jawab dan fungsinya masing-masing yaitu sebagai
berikut :

a) Tugas dan fungsi Kepala Desa

(1.) Menyebarluaskan informasi ~ melalui spanduk/papan
pengumuman desa tentang PDM kepada masyarakat
sebelum TPPK Desa dibentuk;

(2.) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa untuk
memberituk TPPK Desa;

(3.) Menyelenggarakan musyawarah desa dalam menyusun
rencana kegiatan desa;

(4.) Membantu TPPK Desa dalam menyusun perincian rencana
kegiatan dan menyusun jadwal kegiatan serta membantu
membuat dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan dan
dokumen perincian dana;

(5.) Membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan
PDM;

(6.) Menangani pengaduan masyarakat;

(7.) Bertanggung jawab terhadap seluruh pengeluaran sebagai
akibat dari pengeluaran keuangan desa.

b) Furgsi dan tugas BPD

C)

(1.) Membantu mensosialisasi  kegiatan  PDM kepada
masyarakat;

(2.) Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan PDM
sesuai dengan rencana kegiatan;

(3.) Memberikan masukan dan saran tentang pelaksanaan
PDM, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal;

(4.) Membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan
PDM;

(5.) Menangani pengaduan masyarakat.

Fungsi dan tugas TPPK Desa



(1.) Melakukan penyebaran informasi kepada seluruh
masyarakat tentang setiap tahapan kegiatan PDM melalui
papan pengumuman;

(2.) Menjaring apirasi masyarakat dengan melaksanakan
penggalian gagasan pada tingkat dusun/kelompok
masyarekat pemanfaat;

(3.) TPPK Desa menyusun 2 (Dua) atau 3 (Tiga) draf rencana
kegiatan prioritas dan diajukan dalam musyawarah desa
(Musrenbang Desa); .

(4.) Menyediakan data informasi mengenai PDM seperti
petunjuk pelaksanaan, Keputusan Bupati Katingan tentang
Alokasi Dana Desa (ADD) PDM serta informasi kemajuan
kegiatan PDM;

(5.) Dengan dibantu Kepala Desa dan BPD menyusun jadwal
kegiatan, membuat rencana kegiatan dan mengkoordinir
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PDM;

(6.) Melaksanakan kegiatan pembangunan dan memelihara
sarana dan prasarana desa bersama-sama dengan
masyarakat;

(7.) Dengan dibantu Kepala Desa membuat dokumen
pelaksanaan dan mengajukan dokumen pencairan dana;

(8.) Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan untuk dibahas pada musyawarah
desa;

(9.) Melakukan administrasi keuangarn;

(10.)Menangani pengaduan masyarakat;

(11.)Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan dan
kemujuan pelaksanaan pekerjaan setelah diperiksa dan
diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat kepada
Bupati Katingan Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja
Kabupaten.

3) Pembinaan dan pengawasan

a) Pernbinaan pelaksanaan kegiatan secara fungsional dilakukan
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten dibantu oleh
Carnat lokasi pelaksanaan kegiatan;

b) Pengawasan pelaksanaan fisik dan keuangan PDM dilakukan
oleh :
(1.) Inspektur Kabupaten Katingan;
(2.) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
(3.) BPD serta Tokoh Masyarakat setempat;
(4.) Camat dan Pokja Kecamatan;
(5.) Konsultan Teknis.

4) Pelaporan

a) Dana PDM yang langsung diterima desa
Alokasi Dana Desa yang langsung diterima oleh desa melalui
rekening desa wajib dilaporkan pada tiap tahun anggaran dan
disampaikan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Kabupaten Katingan, yang tembusannya disampaikan



kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan dan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Katingan.

b) Daria yang diterima untuk pelaksanaan kegiatan fisik
Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara
bertahap yaitu :

(1.) Tahap Pertama
Pelaporan Tahap Pertama dilakukan setelah penyerapan
keuangan 35% untuk pelaksanaan kegiatan fisik desa;

(2.) Tahap Kedua
Pelaporan Tahap Kedua dilakukan setelah penyerapan
keuangan 100% untuk pelaksanaan kegiatan fisik desa.

Pelaksanaan dilakukan secara berjenjang, disampaikan kepada
Bupati Katingan Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten
Katingan setelah diketahui oleh Camat setempat. Laporan dibuat
rangkap 4 (Empat) dengan rincian masing-masing. Asli untuk
Bupati Katingan dengan tembusan disampaikan kepada
Inspektorat Kabupaten Katingan, Camat dan Kepala Desa (laporan
dibuat pada saat mengajukan SPP tahap berikutnya) yang
sekaligus menjadi salah satu persyaratan yang dilampirkan.

VII. PROSES PENCAIRAN DANA PROGRAM DESA MEMBANGUN

Proses pencairan dana PDM baik program bantuan desa maupun
kegiatan pembangunan lainnya yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD)
Kabupaten Katingan Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Dana yang diterima langsung

Untuk permintaan dana bantuan langsung 100% berupa Dbiaya
operasional, Kepala Desa mengajukan permintaan dana yang diketahui
Camat untuk diajukan kepada Bupati Katingan untuk diproses sesuai
mekanisme yang berlaku melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Kabupaten Katingan dengan lampiran sebagai berikut :
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK);
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
Nomor rekening desa di BPK setempat;
Surat Keputusan Kepala Desa tentang PJAK dan PJOK Desa;
Kwitansi tanda terima bermeterai (tanda bukti pembayaran yang
syah);
Untuk hororarium Aparatur Desa, dibayar dalam 2 (dua) tahap yaitu
semester | (Januari sampai dengan Juni) dan semester II (Juli sampai
dengan Desember) dengan melengkapi :
1) Semester I (enam bulan), antara lain :
a) Kwitansi NCR bermeterai yang tanda terimanya ditandatangani
oleh PJAK dan disetujui oleh Kepala Desa;
b) Daftar tanda terima ditanda tangani oleh Aparatur Desa yang
diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
2) Semester II (enam bulan), antara lain :
a) Kwitansi NCR bermeterai yang tanda terimanya ditandatangani[
oleh PJAK dan setujui oleh Kepala Desa;
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b) Daftar tanda terima ditandatangani oleh Aparatur Desa yang
diketahui oleh Kepala Desa dan Camat..

2. Permintaan dana untuk kegiatan fisik

Ketua TPPK Desa mengajukan permohonan permintaan dana yang
diketahui olek Kepala Desa dengan surat Pengantar dari Camat untuk
diajukan kepada Bupati Katingan melalui Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan untuk diteliti
kelengkapan berkas dan kemudian diterbitkan Swrat Rekomendasiyang
ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan atau yang mewakili atas nama
Kepala Dinas, yang meminta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Kabupaten Katingan untuk menerbitkan SPM dan SP2D. Surat
Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan yang diberikan kepada setiap
desa untuk mengusulkan pencairan sebagai bukti syah atas kelengkapan
berkas dan sebagai bukti turut bertanggung jawab atas pembinaan,
pengendalian dan pelaporan kegiatan desa.

Pencairan dana dilakukan secara bertahap, yaitu Tahap Pertama
sebesar 35% dan Tahap Kedua sebesar 65%, setelah melalui tahapan-
tahapan perencanaan dan evaluasi yang telah ditetapkan oleh Bupati
Katingan, maka desa membuat usulan permintaan dana untuk kegiatan
fisik sesuai tahapan dengan melampirkan :

a. Tahap Pertama (35%), antara fain :

1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan fisik;

2) Susunan pengurus TPPK Desa (SKTPPK Desa);

3) Surat Keputusan Bupati Katingan tentang Lokasi Desa penerima
dana kegiatan fisik PDM dari Alokasi Dana Desa (ADD);

4) Daftar usulan kegiatan PDM serta Berita Acara hasil
pertemuan/musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;

5) Rekening TPPK Desa penerima dana kegiatan fisik PDM Alokasi
Dana Desa (ADD) atas nama Ketua dan Bendahara TPPK;

6) Kwitansi pembayaran yang tanda terimanya ditandatangani oleh
Bendahara dan disetujui oleh Ketua TPPK;

b. Tahap Kedua (65%), antara lain :

1) Kwitansi pembayaran yang tanda terimanya ditanda tangani oleh
Bendahara dan disetujui oleh Ketua TPPK;

2) Laporan kemajuan pekerjaan;

3) Berita Acara kemajuan pekerjaan;

4) SPJ kegiatan tahap I;

5) Foto kegiatan;

6) Dan lain-lain yang dipandang periu.

VIII. PENYAMPAIAN PERTANGGUNGIJAWABAN DESA
1. Belanja operasional dan honorarium/gaji

Laporan pertanggung jawaban disampaikan oleh desa, mengacu kepada
ketentuan yang berlaku berupa surat pertanggung jawaban (SPIK)
beserta bukti-bukti yang syah dan disampaikan kepada Bupati Katingan
melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten i



Katingan yang sebelumnya telah diperiksa dan diverifikasi oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.

a. Tugas dan fungsi Aparatur Desa antara fain :

1)

Aparatur Desa sebagai pelaksana kegiatan menyusun dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan beserta
bukti-bukti yang syah sesuai dengan ketentuan laporan keuangan
yang lelah ditetapkan, kepada Bupati Katingan melalui Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan
yang clialamatkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan setelah sebelumnya
diperiksa dan diketahui oleh Camat.

b. Tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Katingan antara lain :

1)
2)

3)

5)

7)

Memeriksa kembali kelengkapan laporan dan mencocokkan bukti-
bukti yang syah pengeluaran atas kegiatan;

Mengembalikan SPJK desa apabila belum memenuhi persyaratan
teknis keuangan terhadap laporan SPJK desa kepada desa yang
bersangkutan dengan mengeluarkan surat pengembalian berkas
yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan atau yang
mewakili atas nama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Dessa Kabupaten Katingan;

Dalam memeriksa kelengkapan syah atau tidaknya SPIJK Desa,
dapat berkonsultasi/berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan
Pengelnlaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan melalui Sub
Dinas Akuntansi; ‘
Berhak menentukan jadwal, batas waktu melalui keputusan Kepala
Badan Pembercdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Katingan untuk menyampaikan laporan kemajuan
fisik/keuangan clesa di bawah tanggal penyampaian laporan
pertanggung jawaban desa kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan dengan tujuan untuk
memudahkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan melakukan verifikasi
laporan pertanggung jawaban tersebut;

Berhak meminta/memaksa penanggung jawab kegiatan desa
(Kepala Desa) untuk melaporkan pertanggungjawabannya melalui
surat kepada Bupati Katingan Cq. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa [Kabupaten Katingan dan
ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan, Inspektor Kabupaten
Katingan dan Camat setempat;

Apabila surat pertanggungjawaban dan bukti-bukti lainnya yang
syah belum dilaksanakan oleh yang bersangkutan, Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Katingan bersama Camat setempat dapat mendatangi langsung ke
desa bersangkutian untuk dilakukan pembinaan;

Apabila terdapat kejanggalan/kecurangan dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Aparatur
Desa/TPPK, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan menyampaikan laporan
kepade Bupati Katingan dan kemudian dianggap perlu Bupati



Katingan memerintahkan Inspektorat Kabupaten Katingan untuk
melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap yang
bersangkutan;

8) Khusus untuk pertanggungjawaban pembayaran honorarium
Aparatur Desa telah dilakukan pada saat pengajuan permintaan
honorarium Aparatur Desa (beban LS), namun bukti pembayaran
honorarium tersebut juga dilampirkan dan merupakan salah satu
bukti dalam laporan pertanggung jawaban akhir pengelolaan
kegiatan desa;

9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban desa kepada kepada
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten
Katingan Cq. Sub Dinas Akuntansi, per Kecamatan paling lambat
tanggal 10 Januari 2012 untuk diverifikasi kembali dan untuk
dijadikan salah satu item laporan keuangan daerah atas bantuan
keuangan daerah;

10)Untuk tahun 2011 supaya semua desa yang menyampaikan SPJ
ADD harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan,
selanjutnya SPJ yang telah diverifikasi tersebut diserahkan ke Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan.

c. Tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Katingan antara lain :

1) Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan dapat meminta
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Katingan untuk melakukan ‘cross check’ kembali
kepada desa yang bersangkutan apabila berkas yang disampaikan
masih belum lengkap;

2) Membuat nota pertimbangan kepada Bupati Katingan untuk
mengusulkan desa yang tidak berhasil atas pengelolaan kegiatan
dan keuangan desa untuk merekomendasikan penyaluran Alokasi
Dana Desa (ADD) tahun berikutnya mendapat
pengurangan/penundaan.

2. Kegiatan fisik

a. Laporan kegiatan fisik merupakan bagian proses pencairan keuangan
yang langsung ditujukan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan atas dasar rekomendasi
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Katingan baik berupa uang muka kerja maupun pembayaran terakhir
(beban LS);

b. Laporan pertanggungjawaban terakhir pemerintahan desa tetap
menyertakan laporan kemajuan pekerjaan (laporan kemajuan
pekerjaan akhir) disertai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
dari TPPK kepada Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat
setempat beserta SP2D fisik desa dan foto-foto kegiatan;

c. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan
dengan alamat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Katingan;

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Katingan melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan kegiatan fisik



sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan kemudian disampaikan
paling larnbat tanggal 10 Januari 2012 tahun berkenaan kepada Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan Cq.
Kasubdin Akuntansi.

IX. LAIN-LAIN

xl

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan Program Desa

Membangun, meaka akan dilakukan :

1. Pembinaan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan;

2. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan
yang berlaku dan atau melakukan tuntutan berdasarkan Hukum Pidana
dengan jalan menyerahkan kepada pihak yang berwenang.

PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Program Desa Membangun
(PDM) dan hal-hal yang bersifat teknis, akan dijelaskan melalui petunjuk lebih
lanjut.

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING



LAMPIRAN I1 : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : {o TAHUN 2011
TANGGAL : (% A7&“2011
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN
KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2011
BIAYA
JUMLAH | KLASIFIKASI BIAYA .
NO | KECAMATAN/DESA | penpupuk | DEsa | OPERAStONAL | KESZRAM FmLA
1 2 3 4 5 6 7
I Katingan Kuala 634.20)0.000 860.940.000 | 1.495.140.000
1 | Bangun Jaya 2.105 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
2 | Kampung Tengah 1.696 A 45.3()0.000 75.380.000 120.680.000
3 | Makmur Utama C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
4 | Jaya Makmur 2.985 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
5 | Subur Indah 2.917 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
6 | Bakung Raya C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
7 | Selat Baning C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
8 | Sebangau Jaya C 45.300.000 45,400.000 90.700.000
9 | Kampung Baru 1.878 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
10 | Setia Mulia 1.453 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
11 | Bumi Subur C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
12 | Singam Raya 893 B 45.3(0.000 60.880.000 106.180.000
13 | Kampung Keramat 1.125 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
14 | Sungai Kaki C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
II | Mendawai 317.100.000 454.180.000 771.280.000
1 | Tewang Kampung 734 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
2 | Teluk Sebulu 360 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
3 | Kampung Melayu 1.319 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
4 | Tumbang Bulan 1.024 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
5 | Perigi 772 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
6 | Mekar Tani 987 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
7 | Mendawai 1.159 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
III | Kamipang 407.700.000 544.980.000 952.680.000
1 | Jahanjang 676 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
2 | Parupuk 120 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
3 | Tampelas 573 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
4 | Tumbang Runen 461 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
5 | Telaga 1.166 A 45.300.000 75.380.000 120.5680.000
6 | Asem Kumbang 1.368 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
7 | Karuing 495 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
8 | Galinggang 1.631 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
9 | Baun Bango 756 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
IV | Tasik Payawan 362.400.000 | 485.080.000 847.480.000
1 | Luwuk Kanan 1.384 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
2 | Hiyang Bana 90 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
3 | Tumbang Panggo 772 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
4 | Handiwung 713 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
5 | Talingke 722 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
6 | Petak Bahandang 1.435 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000




7 | Luwuk Kiri 333 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
8 | Tewang Tampang 885 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
VvV | Katingan Hilir 271.800.000 393.300.000 665.100.000
1 | Tumbang Liting 725 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
2 | Telangkah 2.068 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
3 | Tewang Kadamba 489 C 45,300.000 45.400.000 90.700.000
4 | Talian Kereng 1.312 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
5 | Hampalit 8.153 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
6 | Banut Kalanaman 750 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
VI | Tewang Sangalang Garing 407.700.000 530.480.000 938.180.000
1 | Tarusan Danum 572 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
2 | Tumbang Tarusan 660 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
3 | Hapalam 722 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
4 | Tewang Baringin 1.129 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
5 | Tewang Rangkang 1.565 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
6 | Karya Unggang 1.394 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
7 | Tewang Manyangen 772 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
8 | Bangkuang 437 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
9 | Tewang Rangas 433 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
VII | Pulau Malan 634.20:0.000 742.980.000 | 1.377.180.000
1 | Buntut Bali 286 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
2 | Kuluk Bali 621 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
3 | Tewang Karangan 505 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
4 | Geragu 354 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
5 | Manduing Lama 334 @ 45.300.000 45.400.000 90.700.000
6 | Tumbang Tanjung 590 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
7 | Tewang Darayu 591 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
8 | Tewang Papari 457 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
9 | Tura 255 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
10 | Dahian Tunggal 1.026 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
11 | Tumbang Tungku 618 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
12 | Tumbang Banjang 440 C 45.300.000 45,400.000 90.700.000
13 | Tumbang Lawang 307 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
14 | Manduing Taheta 208 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
VIII | Katingan Tengah 679.500.000 | 952.780.000 | 1.632.280.000
1 | Mirah Kalanaman 1.466 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
2 | Tumbang Lahang 1.275 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
3 | Tewang Panjang 240 € 45.300.000 45.400.000 90.700.000
4 | Petak Puti 158 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
5 | Telok 1.000 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
6 | Samba Danum 3.872 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
7 | Samba Bakumpai 1.610 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
8 | Samba Katung 2.049 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
9 | Napu Sahur 280 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
10 | Batu Badinding 1.115 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
11 | Rantau Asem 789 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
12 | Tumbang Kalamei 772 B 45.3000.000 60.880.000 106.180.000
13 | Tumbang Marak 702 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
14 | Tumbang Hangei 697 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
15 | Tumbang Pariei C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
IX | Sanaman Mantikei 634.2000.000 755.520.000 | 1.389.720.000
1 | Tumbang Kawei 272 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
2 | Tumbang Atei 1.123 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
3 | Dehes 181 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000




4 | Rantau Bangkiang 1.223 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
5 | Daya Manunggal 388 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
6 | Tumbang Manggara 220 C . 45.300.000 45.400.000 90.700.000
I 7 | Tumbang Labehu 239 C 45,300.000 45.400.000 90.700.000
8 | Tumbang Manggu 2.568 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
9 | Tumbang Pangka 220 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
10 | Tumbang Kaman 1.439 A 45.300.000 75.380.000 120.680.000
11 | Tumbang Kanei 307 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
12 | Kamantu 239 Cc 45.300.000 45.400.000 90.700.000
13 | Kuluk Habuhus 495 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
14 | Tumbang Taranei 303 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
X | Petak Malai 317.100.000 364.240.000 681.340.000
1 | Tumbang Habangoi 954 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
2 | Tumbang Jala 826 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
3 | Tumbang Baraoi 865 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
4 | Nusa Kutau 438 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
5 | Batu Tukan 436 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
6 | Batu Badak 138 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
7 | Tumbang Tangoi 327 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
XI | Marikit 815.400.000 879.120.000 | 1.694.520.000
1 | Tumbang Mandurei 225 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
2 | Tumbang Paku 538 B 45.300.000 60.880.000 106.1.80.000
3 | Buntut Leleng 353 o 45.300.000 45.400.000 90.700.000
4 | Rangan Surei 415 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
5 | Tumbang Hiran 789 B 45.300.000 60.830.000 106.180.000
6 | Tumbang Pahanei 507 B 45.300.000 60.830.000 106.180.000
7 | Tumbang Dakei 454 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
8 | Rangan Burih 204 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
9 | Tumbang Bemban 376 C 45.3()0.000 45.400.000 90.700.000
10 | Tumbang Lambi 148 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
11 | Rangan Tangko 624 B 45,300.000 60.880.000 106.180.000
12 | Tumbang Taei 107 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
13 | Tumbang Malawan 206 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
14 | Sebaung 210 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
15 | Tumbang Tundu 85 C 45.3(0.000 45.400.000 90.700.000
16 | Tumbang Tabulus 345 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
17 | Batu Panahan 130 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
18 | Kuluk Leleng 126 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
XII | Katingan Hulu 996.6010.000 | 1.029.760.000 2.026.360.000
1 | Rangan Ranjing 119 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
2 | Tumbang Labaning 423 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
3 | Batu Bango 99 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
4 t::\ia Tanggaring 172 E 45.300.000 45.400.000 90.700.000
5 ::'r‘:a Tanggaring 290 c 45.300.000 45.400.000 90.700.000
6 | Tumbang Hangei Il 359 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
7 | Tumbang Jiga 418 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
8 | Tumbang Kabayan 87 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
9 | Tumbang Mangketai 231 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
10 | Tumbang Manangei 149 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
11 | Tumbang Sabetung 93 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
12 | Tumbang Mahop 868 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
13 | Sei Nanjan 178 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
14 | Rantau Bahai 835 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
15 | Rantau Puka 273 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
16 | Telok Tampang 98 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000




17 | Tumbang Salaman 230 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
18 | Tumbang Kuai 148 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
19 | Kuluk Sepangi 169 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
20 | Dehes Asem 129 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
21 | Rangan Kawit 229 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
22 | Kiham Batang 189 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
XIII | Bukit Raya 498.300.000 530.360.000 | 1.028.660.000
1 | Tumbang Katei 79 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
2 | Tumbang Duhuei 275 C 45,300.000 45.400.000 90.700.000
3 | Rantau Pandan 332 C 45,300.000 45.400.000 90.700.000
4 | Tumbang Gaei 364 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
5 | Penda Nange 91 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
6 | Rangan Rondan 137 C 45,300.000 45.400.000 90.700.000
7 | Rangan Bahekang 93 C 45.3(0.000 45.400.000 90.700.000
8 Tumban&Kajamei 597 B 45.300.000 60.880.000 106.180.000
9 | Tumbang Karuei 389 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
10 | Tanjung Batik 157 C 45.300.000 45.400.000 90.700.000
11 | Tumbang Kaburai 792 B 45.300.000 60.830.000 106.180.000
TOTAL KESELURUHAN 6.976.200.000 | 8.523.720.000 | 15.499.920.000
Keterangan :
1. Kelurahan ticdak menerima ADD
2. Klasifikasi desa penerima ADD vaitu :
- Kiasifikasi A = 32 desa X Rp. 120.680.000 = 3.861.760.000
- Klasifikasi B = 37 desa X Rp. 106.180.000 = 3.928.660.000
- Klasifikasi C = 85 desa X Rp. 90.700.000 = 7.709.500.000

BUPATI KATINGAN,
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LAMPIRAN 1II : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 1o TAHUN 2011
TANGGAL r 13 APRL2011
TENTANG : PENETAPAN DESA SASARAN PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN DESA DARI ALOKASI DANA
DESA (ADD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN
ANGGARAN 2011
NO DESA KECAMATAN KETERANGAN
1 2 3 4
1 Kampung Keramat Kecarnatan Katingan Kuala 2010
2 Kampung Tengah Kecamatan Katingan Kuala 2010
3 Singam Raya Kecarnatan Katingan Kuala 2011
4 Bumi Subur Kecarnatan Katingan Kuala 2011
5 Kampung Melayu Kecarmatan Mendawai 2010
6 Jahanjang Kecarnatan Kamipang 2010
7 Tampelas Kecamatan Kamipang 2010
8 Karuing Kecarnatan Kamipang 2011
9 Tumbang Runen Kecarnatan Kamipang 2011
10 Asem Kumbang Kecamatan Kamipang 2011
11 Tewang Tampang Kecarnatan Tasik Payawan 2010
12 Luwuk Kiri Kecarnatan Tasik Payawan 2010
13 Handiwung Kecarnatan Tasik Payawan 2011
14 Tewang Kadamba Kecaratan Katingan Hilic 2011
15 Tewang Manyarngen Kecamatan Tewang Sangalang Garing 2010
16 Tumbang Tarusan Kecarnatan Tewang Sangalang Garing 2011
17 Tumbang Banjang Kecamatan Pulau Malan 2010
18 | Tewang Darayu Kecarnatan Pulau Malan 2011
19 Kuluk Bali Kecarnatan Pulau Malan 2011
20 Tumbang Tanjung Kecarnatan Pulau Malan 2011
21 Tewang Panjang Kecaimatan Puleu Malan 2011
22 Napu Sahur Kecamatan Katingan Tengah 2011
23 Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah 2011
24 Tumbang Hangei Kecamatan Katingan Tengah 2011
25 Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei 2011
26 Tumbang Habangoi Kecarnatan Petak Malai 2011
27 Kiham Batang Kecamatan Katingan Hulu 2011
28 | Tumbang Gaei Kecamatan Bukit Raya 2011
29 Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya 2011
30 Tumbang Karuei Kecamatan Bukit Raya 2011
Total 30 Desa 12 Kecamatan

Keterangan :
- sumber data berdasarkan Hasil
Rapat Koordinasi Pengembangan
Perpustakaan Desa Kabupaten
Katingan tahun 2011.
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : {0 TAHUN 2011
TANGGAL 13 APRW 2011
TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH KEPALA DESA, KETUA BPD,
SEKRETARIS DESA NON PNS, ANGGOTA BPD
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DI
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN
2011
TINGKAT PERJALANAN DINAS
NO SATUAN BIAYA
D/ Gollii E/Golil
1 2 2 4
1 | Uang Harian Rp. 300.000 Rp. 200.000
2 | Uang Transportasi Sesuai Kenyataan
3 | Uang Penginapan Rp. 200.000 Rp. 100.000
4 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah pulang
pergi sekturanrg-kurangnya 6 jam, namun Rp. 150.000 Rp. 100.000
tidak sampai 1 hari
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LAMPIRANV : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR + {5 TAHUN 2011
TANGGAL : (5 ATRLC 2011
TENTANG » PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR
DAERAH KEPALA DESA, KETUA BPD,
SEKRETARIS DESA NON PNS, ANGGOTA BPD
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DI
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN
2011
TINGKAT PERJALANAN DINAS
NO SATUAN BIAYA
D/ Golliil E/Gollii
1 2 2 4
1 | Uang Harian Rp. 400.000 Rp. 300.000
2 | Uang Transportasi Sesuai Kenyataan
3 | Uang Penginapan Sesuai Kenyataan
BUYTI KATINGAN,

DUWEL RAWING




CEKLIS PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN

Desa Kabupaten
Kecamatan Provinsi .
PEMERIKSAAN 1S| PROPOSAL DESA
NO URAIAN ADA TIDAK PENJELASAN DAN REKOMENDAS!
LAYAK | KURANG | SALAH ADA
1. | Cover/Sampul Proposal 1 [ ] L’___'] [::] Jenis Usulan Kegiatan :
2. | Surat Pengantar C 11 1| ]
3. | Peta Sosial Desa C1 | | = | E= |1 Keg,Prasarena ]
a. Tanda pada Lokasi Kegiatan C 113 C__ 1 | ] |2 KesKipk Perempuan 1
b. Lokasipaca Pela o e s Y
4. | a. Rekapitulasi Gagasan Kelompok [:::] ] 1] ] 3. Keg. Bidang Pendidikan l::.]
Gabungan / Perempuan yanj
sudah ditandatangani lengkap 4. Keg. Bidang Pendidikan =
5. | a Berita Acara Musyawarah C 3| ]
Desa Perencana yang sudan 5. Keg. Bidang Pertanian =1
ditandatangani lengkap
b. Daftar hadir peserta musyawarah Co | ED ] |6 Keg.Lainnya L]
6. | a. Daftar Penetapan Usulan Desa [:j [: r_"'_j 1
b. Tanda tangan Daftar Penetapan C [__'_: :] E:]
Usulan Lengkap dan Asii
7. | BA/Pemyataan tidak ada ganti rugi C3 — —1 —1
dari ADD

Kesimpulan Pemeriksazn
dinyatakan :

1. Telah memenuhi syarat

verifikasi

2. Belum memenuhi syarat

No

Nama

Tangan

. Bahwa dokumen usulan / proposal desa tersebut diatas

[]  Maka bisa dilanjutkan dengan proses

Diperiksa oleh :

Jabatan

[]  Maka perlu diperbaiki dulu oleh desa

..............................

Tanda




Formulir I

DAFTAR GAGASAN

KELOMPOK / DUSUN
................._....................................(Perempuan/Campuran*)

Tahun Anggaran

Provinsi
Kabupaten © .....ccoonresneceecceens
Desa

o
o ®seccsesesrcsscesesesceh

o
¢ 6ssssesscereesssssssOn

.......

..................

Kecamatan  SOR—
Jumlah Kependudukan : ......jiwa

TARGET FENRINA URAIAN | KESANGGUPAN

N | JENISKEGIATAN | %L LOKASL MANFAAT | MANFAAT SWADAYA

(ORANG)
1 2 3 4 5 6 7
Disahkan dalam / Musyawarah.............cco.ceeee
Keterangan :

1. Kolom 8 berisi manfaat Tanggal
Yang dapat diperoleh bila
Kegiatan tersebut
Dilaksanakan.

2. Kolom 7 berisi kesangguapan (P ) (R ) (smmsanms pawwe )
Swadaya yang telah Fasilitator Fasilitator TPPK Desa
Dimusyawarahkan dalan Desa/Kader Desa Desa/Kader Desa
Musyawarah kelompok
Dusun

3. * Coret yang tidak perlu.




Formulir II

DAFTAR GAGASAN KELOMPOK PEREMPUAN / CAMPURAN

Tahun Anggaran ...........ceceeeeeeene

Provinsi §  qummmmaneestees s EEAVERRCRER SRR SS PO

Kecamatan © ..ecececcecccessecnconncsassssssssocsones

Kabupaten

- JUMLAH
xo | JENIS 53113:;5{11; Lokasi | PENERIMA | URAIAN | KESANGGUPAN RASAL,
KEGIATAN MANFAAT MANFAAT SWADAYA
KEGIATAN DARI
(ORANG)

1 2 3 4 5 6 7 8
Disahkan dalam / Musyawarah. ............oeeeeuieuniimmmiiier s
Keterangan :

1. Kolom 6 berisi manfaat Tanggal
Yang dapat diperoleh bila
Kegiatan tersebut
Dilaksanakan.

2. Kolom 7 berisi kesanggupan G —— ) (TP (oo e siass 35 )
Swadaya yang telah Fasilitator Fasilitator TPPK Desa
Dimusyawarahkan dalain Desa/Kader Desa Desa/Kader Desa
Musyawarah kelompok
Dusun

3. * Coret yang tidak perlu




Formulir III

BERITA ACARA
PERTEMUAN MUSYAWARAH KEGIATAN PEERENCANAAN
PEMBANGUNAN

Dalam rangka pelaksanaan Frogram Desa Membangun (PDM), melalui Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Tahun
Anggaran..........ccoeeereneneennins di DESA.uivrrenieneenenneincrrir e Kecamatan.......ccoeeenviviniineensaanenneens
Kabupaten Katingan, maka paca :

Hari dan TANEEAL 1 .eoeeeioiiiiomiretse e e e a e i b s
Jam S T USSR URSRPURUURIE. '/ « SCISSO PP PPRPPPPTI PP PEEPRIPIS
Tanggal SOOI PPPP PSPPI PP TSR P TSRV TTIH

Telah diselenggarakan pertemuan/musyawargh membahas masalah Program Desa Membangun (PDM) yang dihadiri olch
wakil-wakil dari masyarakat, desa, serta unsur Tim Perencana dan Pelaksanaan Kegiatan Desa (TPPK) yang terkait
dengan pelaksaan Kegiatan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik dibahas dalarn Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :
A. Materi atan Topik

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat oS AR BBy s ewnaian comeins AFE . oovmsssasssssssns sromsmows nomeenvnamansnenss s HENESFHTH
Sekretaris / Notulis ~ : ... v e $ R SR RS Al oot
| PSRRI s iy SRRSO TPPO PP
D, s RS s e ane it s SRR RPPPOP PP
S e LT ..oooo svvsesssyssnmss smmsosavvs e vemavors s s amnniss
B eeremnns s BT srea e AL oovvennvsessssnssiaissinnistasansnrseeommrvessmnernare
S 2o euts 117 s ST ORISR

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi pada materi tersebut di atas, sclanjutnya scluruh peserta memutuskan dan
menyepakati beberapa hal yang; menjadi keputusan akhir dari pertemuan/musyawarah, yaitu :

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

............................... 1anggal ..oc.eeeereevriseerennne. 2011
Pemimpin Notulis / Sekretaris
Lisssssssisssmmpsssovmvmnesnancsones 5533 ) ( )
Mengetahui :
Kepala Desa/Kelurahan ......coooveieninniicneinn.
(ooreeeeeomeremmmmsmsssssssesasssssssins )
Mengetahui dan menyetujui :
‘Wakil dari Peserta Musyawarah
Nama Alamat Tanda Tangan
L e eeeeeeereesiaeeeinaeesene eaeesseseesssesesssieserneeesaiesisieieni SEsmsessiiisesiiesssniecssiesesees
2 e eeeeeeeesieeeseassesseeeeeeeeess eeseereeeecessssssassecresioiimisssiiaiiiiEEsIIiisiiieciesiississsosniesses
3. e eeeeeeteeeeeesieeeseeseeseee essseessesseseeceessesanesisieessiiiiinn SSisriessiissisensiesseessiessees
B e aeaetteesiseeaaeeeseees ahesemseeessecessiesessesasseeesieiiiesii Seteessniirssisssssccesseieseises
8. e eeveveeveeeeeiesssseeessasesseese  AsesessresssecssssEssesseesieesesciseesii SSsSssiismssssseesssisssriiesscs




Formulir IV

DAFTAR USUL DESA
KELOMPOK / DUSUN
e eereseaeaeaasssessssssssssnnssnsaseese(Perempuan/Campuran’®)
Tahun Anggaran ...........ceceeeeiennenes

Provinsi SR PP~ Kecamatan

Kabupaten : ....c.ccccececececacacns Jumlah Kependudukan : ......Jiwa

Desa TP mR——

JUMLAH
NO JENIS TARGET | Lokasi | PENERIMA URAIAN KESANGGUPAN
KEGIATAN KEGIATAN MANFAAT MANFAAT SWADAYA
(ORANG)

1 2 3 4 5 6 7
Disahkan dalam / Musyawarah................. .
Keterangan :

1. Kolom 6 berisi manfaat Tanggal
yang dapat diperoleh bila
kegiatan tersebut
dilaksanakan.

2. Kolom 7 berisi kesanggupan (oo ssmammnmmans O —. ) Cooeennmmoss simnss )
swadaya yang telah Fasilitator Fasilitator TPPK Desa
dimusyawarahkan dalam Desa/Kader Desa Desa/Kader Desa
musyawarah kelompok
Dusun

3. * Coret yang tidak perlu




Formulir V
USUL KEGIATAN

Semua jenis kegiatan desa menggunakan forum berikut ini :
(Jumlah usulan kegiatan Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa
perencanaan, maksimal 3 usulan).

Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi
Usulan Dari
Nama Kegiatan
Jenis Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Kelompok Pengusul Kelompok Perempuan Kelompok Campuran
Jumlah Pemanfaat Langsung (orang) Tidak Langsung (orang) Orang Miskin
L P org | L s org
P D evererenenrens org | P ] e 1oL TN org ......%
Jih U s org LR org
1. Latar Belakang :

(Jelas masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat
setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi).

Tujuan yang ingin dicapai :
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kembali dari masalah)

Kegiatan Yang Dilakukan :

(Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagian ini menggambarkan aktivitas dari
volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan ADD, Swadaya atau sumber lain,
Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan).

Manfaat yang diperoleh :

(Jelas manfaat secara langsung / tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai, misalnya
terciptanya lapangan kerja, meningkatkan produksi / pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat /
derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran / menurunnya angka putus sekolah, dan lain-
lain, dapat diambil dari akibat dengan mengubahnya dalam pernyataan positif).

Keterlibatan Kelompok Miskin Dalam Perencanaan
(Jelas bagaimana dan berapa banyak kelompok orang miskin terlibat dalam perencanaan dalam
penentuan usul ini)

Potensi Sumber Daya
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan, termasuk swadaya)

Rencana Pelaksanaan Kegiatan
(Jelas Rencana Pelaksanaan Kegiatan).

Rencana Pelestarian Kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutannya setelah dana bantuan ADD berakhir).

Lampiran — lampiran :
a. Peta sosial desa/profil desa
b. Berita Acara Musyawarah Desa dan Perencanaan
c. Dafiar Usul Desa
d. Lampiran lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan, yaitu :
- Usul (lampiran : RAB, Gambar dan Rencana Kerja)
- Estimasi Sumber Pembiayaan, Berita Acara, Pernyataan tidak ada ganti rugi dari ADD.

Disiapkan Oleh TPU Desa Mengetahui :
............................... (Ketua TPPK) 1 oevevereeeeseeenn... (Kepala Desa)
............................... (Sekretaris TPPK) 2. cevereeeeeeeensennss. (BPD)

................................ (Tokkoh Masyarakat/Kader Desa)



Formulir VI

ESTIMASI SUMBER PEMBIAYAAN KEGIATAN

RINCIAN KEGIATAN

SUMBER PEMBIAYAAN

ADD (vol)

SUMBER PEMBIAYAAN

LAINNYA (vol)

1. Tenaga Kerja

1.1

12

1.3

14

2. Bahan

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.6

2.7

2.8

3. Peralatan

3.1

3.2

33

34

3.5

3.6

4. Lainnya

4.1

4.2

43

44

Wakil Masyarakat/Kelompok Pengusul




Formulir VII

DAFTAR USUL RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Sumber Alokasi Dana Desa/Kelurahan)

Kecamatan OO OP P PP T
Desa et eereeseeeseseseseseeseurasnatranrresesierasssennranas
- - HARGA JUMLAH
NO JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6

1 Belanja Operasional Desa :

6 Belanja Operasional
Perpustakaan Desa :

Desa:

8 Belanja Tunjangan Peningkatan
Penghasilan Aparatur Desa :

.........................................

.........................................




9 Belanja Tunjangan Peningkatan
Penghasilan Kepala Desa :

JUMLAH

PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI KEGIATAN (PJAK) PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL (PJOK)

KepalaDesa, ....oovevveernnerenneceniiiiiiinnn



Formulir VIII

DAFTAR USUL RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Sumber Dana Bantuan Keuangan Bagi Desa/Kelurahan)

Kecamatan PO
Desa PP PP PPPS
~ HARGA JUMLAH
NO JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6

1 Belanja Operasional Desa :

.........................................
..........................................

6 | Belanja Operasional
Perpustakaan Desa :

Desa :

8 Belanja Tunjangan Peningkatan
Penghasilan Aparatur Desa :

..........................................




.........................................

9 Belanja Tunjangan Peningkatan
Penghasilan Kepala Desa :

JUMLAH

PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI KEGIATAN (PJAK) PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL (PJOK)

Kepala Desa, ......ooeveeverimmmmmmminsennen



LAPORAN PELAI(SANAAN KEGIATAN TAHUN 2011
(Sumber Alokasi Dana Desa)

Formulir IX

KECAMALAIL ferenreneeneasensesanannercisrrneassassaresassssseansnsanssnsosss
DESA  leeeeeieieressesesceststesineeesissesensestiassiterseseenanrrooas
' HARGA JUMLAH
NO JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1 Belanja Operasional Desa :

..........................................

Belanja Operasional
Perpustakaan Desa :

Desa:

Belanja Tunjangan Peningkatan
Penghasilan Aparatur Desa :

..........................................




9 Belanja Tunjangan Peningkatan
Penghasilan Kepala Desa :

PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI KEGIATAN (PJAK) PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL (PJOK)

Kepala Desa, ....oveeeeeeemniniinnnnnneenscnninn.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2011

(Sumber Dana Bantuan Keuangan Bagi Desa/Kelurahan)

Formulir X

Q=7 1117: 17:1s H O g T R TR
DESE  eeeieeeeeeieei ettt
HARGA JUMLAH
NO JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1 Belanja Operasional Desa :
2 | Belanja Operasional PKK :
3 Belanja Operasional TPPK :
4 Belanja Operasional BPD :
5 Belanja Operasional Posyandu
6 Belanja Operasional
Perpustakaan Desa :
7 | Belanja Operasional [{epala
Desa :
8 Belanja Tunjangan Peningkatan
Penghasilan Aparatur Desa :




9 Belanja Tunjangan Peningkatan
Penghasilan Kepala Desa :

PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI KEGIATAN (PJAK) PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL (PJOK)

Kepala Desa, ....oovveeeevnnesiriinsnnnnneenine




FORMULIR VERIFIKASI USULAN

Formulir XI

Kabupaten Ry SEpER e — DESa 1 eeereeeseseasesesesaianniaseanees
KECAMALAN @ cuecereeenrerencinsenssrasiseinananas Jenis Kegiatan @ eeeceieriieieniiiiiininii.
NO KRITERIA UMUM FENIEALAT

BAIK | CUKUP

KURANG

YA

1.1 | Usulan Kelompok Perempuan / Pemanfaatan benar-benar
berasal dari perempuar / pemanfaatan dan dibahas serta
disetujui dalam musyawarah kelompok Perempuan /
Pemanfaatan

Catatan :

1.2 | Usulan Kegiatan telah dibahas dan ditetapkan dalam
Musyawarah Desa Perencanaan

Catatan :

13 | Usul Kegiatan tidak termasuk dalam daftar negatife
(kegiatan yang dilarang)) sesuai dengan PTO

Catatan :

14 | Usul Kegiatan tidek umpang tindin dengan proyek /
program lain

Catatan :

1.5 Ada masalah dengan keperilikan tanah / ganti gl

Catatan :

1.6 | Kelompok Perempuan / Pemanfaatan dan orang miskin
ikut dalam pembuat:n dan pengembalian keputusan
mengenai usulan yang diajukan

Catatan :

1.7 | Ada dafiar penerimaan manfaat dan daftar tersebut sesuai
dengan jumlah penerimaan manfaat yang ditentukan di
lapangan

Catatan :

1.8 | Calon penerima manfaat lebih banyak dari golongan
miskin

Catatan :

1.9 | Kegiatan yang diusulkan menjadi kebutuhan masyarakat
dan mendesak untuk dilaksanakan

Catafen ©




1.10 | Dalam masyarakat cukup banyak yang mempunyai
pengalaman atau bisris mengerjakan kegiatan yang

dilakukan
Catatan :
5 PENILATAN
- KRITERIA UMUM BAIK | CUKUP | KURANG | YA | TIDAK |
1.11 | Sumber daya yang ada di masyarakat cukup memadai
termasuk adanya potensi swadaya
Catatan :
1.12 | Sudah ada rencan untuk pemeliharaan / pengembangan
atau pelestarian kegiatan yang cukup realistis
Catatan :
1.13 | Potensi untuk dapat dikembangkan atau dapat
berkelanjutan
Catatan :
Rekomendasi / Catatan: s ceereee 1A0ZLAL ceniniierreneenees 2011
.................................................................................... i
\
|
.................................................................. |
....................................... Dibuat oleh tim verifikasi
| TP R
i iissssveenrnsaareas snas b A S SRR EES SRS
B e e SRR RS G R
. S e .




PERATIURAN DESA ...ccottereeirretncerirsececstsncosenccccancnns

KECAMATAN .......... eeeeseessenensessssesnsessssnsnssnensnstecssesrsesansesases
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR: TAHUN 2011
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2011



PERATURANDESA ..ottt

KECAMATAN
SRR o | ¢ 3 'y eSO §§ § 5% L5 SRS | § 5 A5 RN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REPALA DESA susmsunissscss s sos cosssmmmansnsanenssss s s 8 aamasms

bahwa memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan
Desa, maka Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala
Desa ..ooviiiniiiinnnnnn. Kecamatan ..........cccoceeiiiiiiiian
Kabupaten Katingan telah menyusun Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun
Anggaran 2011;

bahwa penyusunan sebagaimana huruf a, dilakukan agar Peraturan
Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan
dengan kepentingan umum peraturan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Desa

tentang APBD Desa ........ eeereeeereeeeaan. Kecamatan
................... Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor  Tahun 2010
tentang APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Tahun 2009
fentang K.evangan Desa.



Menetapkan

Dengan persetujuan bersama

Badan Pemusyawaratan Desa ........ccoceeeeeecrnencncn
dan
Kepala Desa........cooovemrueecnnieinnnnns AUSSR—
KECAINALAD ... ..o cnmsmwnnn s 56 33 4 prommmmmevwonenns TP —
Kabupaten Katingan
MEMUTUSKAN :

: Peraturan Desa Kecamatan

.............................. Kabupaten Katingan tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa 3+ TV PPPTRRp——————
2. Belanja Desa Rp. RP.  sreoreressonsnissssusmmnaninanns
3. Defisit / Surflus Rp. 15 T m————
4. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan 14 PP
b. Pengeluaran |15 TR ——
Pembiayaan Netto RP.  convonsecosimasimsunsmnsnss oo ves
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan RP:  coneenssvonbesmmsmmmmnmesna s s sy

Kepala Desa

Pasal 2

........................... KECAMALAN  vevvnnneencneenonnennnsaannssssssssscassonsans

Kabupaten Katingan menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahui.

Ditetapkan di ~ ...oooonviniiinienniinniinnn
padatanggal ... 2011

KEPALA DESA ...ccceiviiiianninens



Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal : 24 Juli 2007
Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA ........... sswesmesee veeessessers KECAMATAN .corieivenecctsecescracasccsencesee
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE ' TAHUN TAHUN
REKENING TRAIAN SEBELUMNYA | BERJALAN | KET
1 PENDAPATAN
1.1 | Pendapatan Asli Desa
1.1.2.1 Hasil Usaha 1Jesa
1.1.2.2 DISE: covsismonamsssovsvssnsmennanmpsmssmmsssns B0 ETRE
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
1.1.3.1 Tanah Kas Desa (*)
1.1.3.2 Tanah Desa
1.1.3.3 DISE: wioivinsiivmsnmnsonssmmn sonsmrsmmmsnssns i 35 SsEHEES
1.14 Pasar Desa
1.1.4.1 Pasar Hewan
1.14.2 Tambahan Perahu
1.1.4.3 Bangunan Desa
1.144 Pelelangan ikan yang dikelola Desa
1.1.43 Lain-lain Kekayaan milik Desa
1.1.4.6 DISE, .. ..o i A SR SRR v i e g e
1.1.5 Hasil Swadaya dan Partisipasi
1.1.5.1 5 Ay
1.1.6 Hasil Gotong Royong
1.1.6.1 e e
1.1.7 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1.1.7.1 1 A
1.2 | Bagi Hasil Pgjak
1.2.1 Bagi Hasil Psjak Kabupaten / Kota
122 Bogi Hesil PB
1.2.3 DIBL. .. con oo 555 SH SR ST S0 smn oo s
1.3 | Bagi Hasil retribusi
1.3.1 DBE ......ooseis s s easssasavssrs san e syop sy
1.4 | Bagian Dana Perimbangan Kcuangan Pusat dan Dacrah
141 ADD
1.4.2 15 T
1.5 | Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa
Lainnya
1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah
1.5.1.1 DISL. weees eeeeiaaeaeaee s et sr st raanaaaraceens
1.52 Bantuan Keuangan Pemeerintah Provinsi
1.5.2.1 DISL. .. oeensomeisis st siicinss SHOREEESTOSoNS sorinsavas vouses
1.53 Bantuan Keuangan Pemerintah KAbupaten/Kota
1.5.3.1 Dana tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat
desa
1.53.2 T S PP
1.54 Bantuan Keuangan Desa lainnya
1.54.1 DISL, ..o mineb i SR RS S s e i s w3
1.6 | Hibah
1.6.1 Hibah dari Pemerintah
1.6.2 Hibah dari Pemerintah Provinsi




1.6.3 Hibah dari Pemerintah Kbupaten / Kota
1.6.4 Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi/Swasta
1.6.5 Hibah dari masyarakat/Perorangan
1.6.6 ISt ooenemeeneneenesanunaaesesirasansasaseitasenteaes
1.7 | Sumbangan Pihak Ketiga
1.7.1 Sumbangan Dari ........cocciciiennns
1.7.2 T T T TRTT TR TL T
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA
2.1 | Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Pegaawai / Honorarium
2.1.1.1 Honor tim / panitia
2.1.1.2 [T T O TP T s
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.1.2.1 Belanja Perjalana Dinas
2.1.2.2 Belanja Bahan Material
2.12.3 T AT T T P PP PO TR T
2.1.3 Belanja Modal
2.13.1 Belanja Modal Tanah
2.13.2 Belanja Modal Jaringan
2.133 DL, oo v commoipan soceloh SEREESEEEFE S SRsi pmnme somenns
2.2 | Belanja Tidak l.angsung
2.2.1 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
2.2.1.1 DSt voneseeenimvaunnenseseusencesnsnosasnsassiosaenenaners
222 Belanja Hibah
2221 T T O O PP TT Py T
223 Belanja Bantuzn Sosial
2.2.3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.2.3.2 [0 T T ST S TY R P ALY
224 Belanja Bantuan Keuangan
2.24.1 [ T PR TLE LTt
225 Belanja tidak t:rduga
225.1 Keadaan Darurat
2.2.5.2 ' Bencana Alam
2253 T ST P PP RTTPPee:
3 | PEMBIAYAAN
3.1 | Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
3.12 | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
3.1.3 PPenerimaan pinjaman
3.2 | Pengeluaran P:mbiayaan
3.2.1 Pembentukkan Dana Cadangan
3.22 Penyertaan Modal Desa
3.3.1 Pembiayaan Hutan
332
......................... tanggal, N—1) )
KEPALA DESA
e TedEeDam ] e

Tanah Titi Sara, Suguh Dayoh, Bangkok, Bondo Desa,
Kokoan, Timbul, Pangonan, Tanah Pembelian Desa dsb.




DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

(DKPD)
DESA ..ccoreresassrsssssasassansane
KECAMATAN ....cccoeemvnmnnnnennnnesanssssnes NSRRI
KABUPATEN KATINGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2011



NOMOR DPKD

DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA 0 0 1 FORMULIR 8
Urusan : PJAK
Kegiatan - Honorarium Non PNS/Honorarium Aparat Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Sumber Dana B 0 ) T O PR PP LT KECAMALAN .v.vveneeeeeennnnionreracnasseacarenne
Sumber Dana : ADD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraiam Volume | Satuan Tarif/ Jumiah
Hatu Harga (Rp)

2 Belanja Desa
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Non Pegawai
2.1.1.2 Honorarium aparatur desa.

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kepala Urusan 3 org x 450.000

JUMLAH
............................. tangggal
Sekretaris Desa .....ccoeurensinresessanas
[ — )




NOMOR DPKD

DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA 0 0 0 4 FORMULIR 8
Urusan : PJAK
Kegiatan : Operasional Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Sumber Dana B o T C— Kecamatan. .. ..eeeeeeceeusuiiierannsareeeocnees
Sumber Dana : ADD/DAUD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
Kode i Rincian Pe';hit.l;l; an o
P i ari umla
Rekening Volume | Satuan Harga (Rp)

2 Belanja Desa
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Non Pegawai
2.1.14 Honorarium tenaga ahli dei narasumber

Upah petugas pemeliharaan jalan dan halaman kantor

desa
2.1.1.5 Belanja Barang dan Jasa
2.1.1.5.1 Belanja bahan pakai habis
2.1.1.5.1.1 Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS

Ballpoint PILOT

Stopmap folio batik

Pita mesin tik

Karbon daito

Bantalan cap

Stopmap biasa

Stempel Desa

Map Odner
2.1.1.5.1.2 Belanja alat listrik dan elektronik

Belanja lampu pijar

Saklar temple Jack
2.1.1.5.1.3 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja materai Rp. 6000

Belanja Materai Rp. 3000
21152 Belanja bahan material
2.1.1.5.2.1 Belanja baban kimia

Belanja herbisida
2.1.1.5.3 Belanja jasz kantor
2.1.1.5.3.1 Belanja listrik
2119 Belanja Perjalanan Dinas
2.1.19.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.1.1.9.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.1.1.10 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.1.1.10.1 Belanja Cetak
2.1.1.10.2 Belanja Periggandaan
2.1.1.11 Belanja Makan dan Minum
2.1.1.11.1 Belanja Makan dan Minum Harian
2.1.1.11.2 Belanja Makan dan Minum Rapat

JUMLAH
.............................. tangggal ....ocevnrreeirireencans
Sekretaris Desa ....covverenensensanneas
( )




NOMOR DFKD

DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA 0 0 0 2 FORMULIR 8
Urusan :FJAK
Kegiatan : Tunjangan Peningkatan Penghasilan Aparatur Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Sumber Dana DIESA ..eivrieeeeeaeneeaeecuianianaananaans KeCamatan. . .o s svasivs svvsss soasvonas smamsanes
Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Volume | Satiss Tarif / Jumlah
Harga (Rp)

2 Belanja Desa
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Non Pegawai
2,113 Tunjangan Peningkatan Penghasilan Aparatur

Desa

Sekretaris Daerah

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kepala Urusan 3 org x 450.000

Ketua BPD

Anggota BPD

Ketua RT

JUMLAH
............................. 173 (1-0:2::1 SOPO
Sekretaris Desa ....oeeerevereeniansens
( )




NOMOR DPKD

DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA 0 0 0 3 FORMULIR 8
Urusan : PJAK
Kegiatan : Operasional PKK
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Sumber Dana B 0L PP Kecamatin. .....oveveeeeneiireieeiiiinienrenee.
Sumber Dana : ADD/DAUD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
Kode e Rincian Perhit.ungan
Rekening aan Volume | Satuan Tarif/ Jumlah
Harga (Rp)

2 Belanja Desa
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Non Pegawai
2.1.1.6 Honorariur: tenaga ahli dan narasumber
2.1.1.6.1 Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan Bintek
2.1.1.5 Belanja Barang dan Jasa
2.1.1.5.1 Belanja bahan pakai habis
2.1.15.1.1 Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS

Ballpoint PILOT

Stopmap folio batik

Pita mesin tik

Karbon daito

Bantalan cap

Stopmap biasa

Stempel Desa

Map Odner
2.1.1.7 Belanja Pakaian PKK
2.1.1.7.1 Belanja Kaos PKK
2.1.1.7.2 Belanja Batik PKK
2.1.15.1.3 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja materai Rp. 6000

Belanja Materai Rp. 3000
2.1.1.8 Belanja Peralatan PKK
2.1.1.3.1 Belan)ja alat masak
224 Belanja Bantuan Sosial
2.24.1 Belanja Batuan Untuk LANSIA
2.242 Belanja Batuan Untuk PAUD
2.1.1.9 Belanja Perjalanan Dinas
2.1.191 Belanja Perjalanan Dinas DDalam Daerah
2.1.19.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.1.1.10 Belanja Celak dan Penggindaan
2.1.1.10.1 | Belanja Cetak
2.1.1.10.2 Belanja Penggandaan
21111 Belanja Mikan dan Minum
2.1.1.11.1 Belanja Mukan dan Minum Harian
2.1.1.11.2 Belanja Makan dan Minum Rapat

JUMLAH
............................. tangggal
Sekretaris Desa .....oooeinenincrnnns
( )




NOMOR DPKD
DOKUMEN PELLAKSANAAN KEGIATAN DESA 0 0 0 5 FORMULIR 8
Urusan : PJAK
| Kegiatan : Operasional BPD
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Sumber Dana t DBSA, o ci0 i38558 s5ntnabamas amanmmess emnompann Kecamatan........cooiveeuuennnacransaannnnnnne.
Sumber Dana : ADD/DAUD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
Kode —— Rincian Perhit'unggn
Rekening : Volume | Satuan Tarif/ Jumlah
: Harga ®Rp)

2 Belanja Desa
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Norn Pegawai
2.1.1.6 Honorarium tenaga ahli darn narasumnber
2.1.1.6.1 Kursus-kursus; singkat, pelatihan, sosialisasi dan Bintek
2.1.1.5 Belanja Barang dan Jasa
2.1.1.5.1 Belanja bahian pakai habis
2.1.1.5.1.1 Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS

Ballpoint PILOT

Stopmap folio batik

Pita mesin tik

Karbon daito

Bantalan cap

Stopmap bizsa

Stempel Desa

Map Odner
2.1.1.7 Belanja Pakiaian BPD
2.1.1.7.1 Belanja Kaos BPD
2.1.1.7.2 Belanja Batik BPD
2.1.15.1.3 Belanja peringko, materai dan benda pos lainnya

Belanja materai Rp. 6000

Belanja Materai Rp. 3000
2.1.1.9 Belanja Perjalanan Dinas
2.1.1.9.1 Belanja Perjalanan Dinas IDalam Daerah
2.1.1.9.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.1.1.10 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.1.1.10.1 Belanja Cetak
2.1.1.10.2 Belanja Penggandaan
2.1.1.11 Belanja Makan dan Minum
2.1.1.11.1 Belanja Malcan dan Minum Harian
2.1.1.11.2 Belanja Malcan dan Minum Rapat

JUMLAH
............................. tangggal
Sekretaris Desa ......ococeveueneuceennenn
(g )




NOMOR DPKD

DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA 0 0 0 6 FORMULIR 8
Urusan : PJAK
Kegiatan : Operasional TPPK
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Sumber Dana Desa ......... T r—— Kecamatan.......coceeeeeenininenanannnnnnnnn..
Sumber Dana : ADD/DAUD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
Rincian Perhitungan
Kode :
. Uraian Tarif / Jumlah
Rekenin Volume | Satuan
s Harga (Rp)

2 Belanja Desa
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Non Pegawai
2.1.14 Honorarium tenaga ahli dan narasumber

Upah petugas pemeliharaan jalan dan halaman kantor

desa
2.1.1.5 Belanja Barang dan Jasa
2.1.15.1 Belanja bahan pakai habis
2.1.1.5.1.1 Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS

Ballpoint PILOT

Stopmap folio batik

Pita mesin tik

Karbon daito

Bantalan cap

Stopmap biiisa

Stempel Desa

Map Odner
2.1.1.5.1.3 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja materai Rp. 6000

Belanja Materai Rp. 3000
2.1.19 Belanja Perjalanan Dinas
2.1.19.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.1.1.9.2 Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah
21110 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.1.1.10.1 Belanja Cetak
2.1.1.10.2 Belanja Penggandaan
2.1.1.11 Belanja Malcan dan Minum
2.1.1.11.1 Belanja Malkan dan Minum Harian
2.1.1.11.2 Belanja Makan dan Minum Rapat

JUMLAH
............................. tangggal ....
Sekretaris Desa ......c.coceccmennnencecs
(ceverensenarenensnscsnesseseessssasasass )




NOMOR DPKD

DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA 0 0 0 7 FORMULIR 8
Urusan : PJAK
Kegiatan : Operasional Diesa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Sumber Dana ; DS sinmumssmsmsnsvssprsssssmsvus s e Kecamatin......coeoieeriiasiinieeariaiaainnss
Sumber Dana : Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kelurahan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
Kode eala Rincian Perhit.ungan
Rekening Volume | Satuan RREIL] Jumish
Harga (Rp)

2 Belanja Des:
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Non Pegawai
2.1.14 Honorarium tenaga ahli dan narasumber

Upah petugas pemeliharaan jalan dan halaman kantor

desa
2.1.1.5 Belanja Bareng dan Jasa
2.1.1.5.1 Belanja bahen pakai habis
2.1.1.5.1.1 Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS

Ballpoint PILOT

Stopmap folio batik

Pita mesin tik

Karbon daito

Bantalan cap

Stopmap biasa

Stempel Desa

Map Odner
2.1.1.5.1.2 Belanja alat listrik dan elektronik

Belanja lampu pijar

Saklar temple Jack
2.1.1.5.13 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja matcrai Rp. 6000

Belanja Mat:rai Rp. 3000
21182 Belanja bahin material
2.1.1.5.2.1 Belanja bahin kimia

Belanja hertisida
2.1.1.5.3 Belanja jasa kantor
2.1.15.3.1 Belanja listrik
2.1.19 Belanja Perjalanan Dinas
2.1.1.9.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.1.19.2 Belanja Perjalanan Dinas L uar Daerah
2.1.1.10 Belanja Cetuk dan Penggandaan
2.1.1.10.1 Belanja Cetak
2.1.1.10.2 Belanja Penjzgandaan
2.1.1.11 Belanja Maltan dan Minum
2.1.1.11.1 Belanja Malan dan Minum Harian
2.1.1.11.2 Belanja Maltan dan Minum Rapat

JUMLAH
............................. tangggal .
Sekretaris Desa .....coceecriveecnnnnans
( )




NOMOR DFKD

DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA 0 0 0 8 FORMULIR 8
Urusan : PJAK
Kegiatan : Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepala Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Sumber Dana B0 T PR TT TP KeCAMALANL. ¢ v eveveuseerencscoesaeanaaanzacacnces
Sumber Dana - Bantuan Keuangan Bagi Desa/Kelurahan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Volume | Satuan Tarif / Jumliah
Harga (Rp)
2 Belanja Desa
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Non Pegawai
2.1.13 Tunjangan Peningkatan Penghasilan Aparatur
Desa
Kepala Desa
JUMLAH
............................. tangggal
Sekretaris Desa ...cocoveeeienesanseeene
{ssssmmssssamssssasssesssomsosons )




NOMOR DPKD
DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA 0 0 0 9 FORMULIR 8
Urusan :PJAK
| Kegiatan : Operasional Kepala Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Sumber Dana DDESA .ouueiiiiieiiieeieiisicineiiniiiaeianaes Kecamatan. .....o..eeieeeiaiiiiiiaiiicnnnnnenn.
Sumber Dana : Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kelurahan

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

Kode Rincian Perhitungan
3 Uraian Tarif / Jumlah
Q
Rekening Volume | Satuan Harga (Rp)
2 Belanja Desa
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Non Fegawai
2.1.1.9 Belanja Perjalanan Dinas
2.1.19.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.1.19.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.1.1.11 Belanja Makan dan Minum
2.1.1.11.1 Belanja Makan dan Minum Harian

JUMLAH




NOMOR DPKD

DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA 0 0 0 10 FORMULIR 8
Urusan - PJAK
Kegiatan . Operasional Posyandu
Waktu Pelaksanaan . 12 Bulan
Sumber Dana DESA cevevnvurneaeserranncnacensiacnenaaaens Kecamatan. ... ..vvveswscsssssssssssssvnssunnssss
Sumber Dana : ADD/DAUD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
Rincian Perhitungan
Kode
. Uraian Tarif / Jumlah
Rekenin, Volume | Satuan
2 Harga (Rp)

2 Belanja Desa
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Non Pegawai
2.1.1.6 Honorarium tenaga ahli dan narasumber
2.1.1.6.1 Kursus-kursus; singkat, pelatihan, sosialisasi dan Bintek
2.1.15 Belanja Barang dan Jasa
2.1.1.5.1 Belanja bah:n pakai habis
2.1.1.5.1.1 Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS

Ballpoint PILOT

Stopmap folio batik

Pita mesin tik

Karbon daito

Bantalan caj)

Stopmap biasa

Stempel Desa

Map Odner
2.1.1.7 Belanja Pakiian Kader Posyandu
2.1.1.7.1 Belanja Kaos Kader Posyandu
2.1.1.7.2 Belanja Batik Kader Posyandu
2.1.15.13 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja matcrai Rp. 6000

Belanja Materai Rp. 3000
2.1.1.8 Belanja Perelatan Posyandu
211381 Belanja alat masak
224 Belanja Bantuan Sosial
2.24.1 Belanja Batuan Untuk LANSIA
2242 Belanja Batuan Untuk PAUD
2.1.1.9 Belanja Perjalanan Dinas
21191 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.1.19.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.1.1.10 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.1.1.10.1 Belanja Cetak
2.1.1.10.2 Belanja Penggandaan
2.1.1.11 Belanja Malian dan Minum
2.1.1.11.1 Belanja Makan dan Minum Harian
2.1.1.11.2 Belanja Makan dan Minum Rapat

JUMLAH
.............................. tangggal ...oovevnneraennnnennnen
Sekretaris Desa ......ceeeereenresnaes
( )




NOMOR DPKD
DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA 0 0 0 1 FORMULIR 8
Urusan ; PJAK
Kegiatan : Operasional Perpustakaan Desa
Wakitu Pelaksansan : 12 Bulan
Sumber Dana ‘DESA e Kecamatan..........oocooeeveei ...
Sumber Dana - ADD/DAUD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
Kode Urala Rincian Perhit.ungan
Rekening alan Volume | Satuan Tarif/ Jumiah
Harga (Rp)

2 Belanja Desa
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Non Pegawai
2.1.1.6 Honorarium tenaga ahli dan narasumber
2.1.1.6.1 Kursus-kursus. singkat, pelatihan, sosialisasi dan Bintek
2.1.1.5 Belanja Barzng dan Jasa
2.1.1.5.1 Belanja bahan pakai habis
2.1.1.5.1.1 Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS

Ballpoint PILOT

Stopmap folio batik

Pita mesin tik

Karbon daito

Bantalan cap

Stopmap biasa

Stempel Desa

Map Odner
2.1.15.1.3 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja materai Rp. 6000

Belanja Materai Rp. 3000
2.1.19 Belanja Perjalanan Dinas
2.1.19.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.1.1.9.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.1.1.10 Belanja Cetzk dan Penggandaan
2.1.1.10.1 Belanja Cetik
2.1.1.10.2 Belanja Penggandaan
2.1.1.11 Belanja Makan dan Minum
2.1.1.11.1 Belanja Makan dan Minum Harian
2.1.1.11.2 Belanja Makan dan Minum Rapat

JUMLAH




Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal : 24 Juli 2007
Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa
BUKU KAS UMUM
DESA ...ccovniinirnniientencenseaseeee veeee KECAMATAN ..ccciiiinrnninnnicnncescneessons
TAHUN ANGGARAN 2011
NO | TANGGAL KODE REKENING URAIAN | PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
JUMLAH
Jumlah bulan/tanggal
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal RD:  somssssosmmmumyes spomspaspssperssors RP: v comenmonseibadbsnisss
Jumlah s/d bulan/tanggal RP.  ceomecomncisiiisim i svmsesssanve s s 23 + T O
Sisa Kas Rp.
Pada hari ini tanggal, ..........coooiiiiiiiiniin e 2011
Oleh kami didapat dalam Kas Rp. .......ooooeviniiiiniinn o, B — )
Terdiri dari:
Tunai RP.  ccocimmrisinidi s s sy
Saldo Bank. RP.  ccorvammmmnnsmnomestondbsiit sasassaiis
Surat Berharga Rp. i
............................. tanggal, ....ccccenreverenenn . 2011
Mengetahui :
KEPALA DESA ......oovrereenrecemecnenneneceseresens BENDAHARA DESA ..o
. ) (s ssvmmessnoenuns sonmsrmsny )

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan no. urut pznerimaan Kas atau pengeluaran Kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan Kas atau pengeluaran Kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan Kas atau pengeluaran Kas
Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumiah Rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah Rupiah pengeluaran Kas




Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 37 Tahun 2007

Tanggal : 24 Juli 2007

Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA ..cvvrivenrirrvsnrrerercrerarnenens KECAMATAN ...cccovvveveernrennnens veererarens
TAHUN ANGGARAN 2011
. TANGGAL NOMOR STS & BUKTI
NO NOMOR BKU PENERIMAAN SETOR PENERIMAAN LAINNYA JUMLAH (RP)
1 2 3 4 5
Jumlah bulan ini
Jumlah s/d bulan lalu
Jumlah s/d bulan ini
............................... tanggal,........cccevrueeneen.. 2011
Mengetahui : BENDAHARA DESA
KEPALA DESA......oooereeeeniecesteeinenens
(crnrmirereereerruneeerreer e e err e eeernres )
(orr e e et e e e e )

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan no. urut

Kolom 2 diisi dengan BKU Penerimaan

Kolom 3 diisi dengran Tanggal Pengeluaran STS / Bukti penerimaan lain
Kolom 4 diisi dengan No. STS / bukti penerimaan lain

Kolom 5 diisi dengan jumiah Rupiah setoran STS / bukti pengeluaran lainnya

Lampiran [ Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal : 24 Juli 2007

Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa




BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN

DESA «ocvrveeereinireieceiracnnnenes resrenee KECAMATAN ......... T — T — T — s
TAHUN ANGGARAN 2011
TANGGAL NOMOR STS & BUKTI
NO NOMOR BKU PENERIMAAN SETOR PENERIMAAN JUMLAH (RP)
LAINNYA
1 2 3 4 5
Jumlah bulan ini
Jumlah s/d bulan lalu
Jumlah s/d bulan ini
............ ... tanggal 2011
Mengetahui : BENDAHARA DESA.....
KEPALA DESA.......ooneeicenrrnnereans
(cererereren ittt erere e ern e v e eas )
(ivomosammmanss covssmansossas i ol deaissas s )

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan no. urut

Kolom 2 diisi dengan BKU Penerrimaan

Kolom 3 diisi dengian Tanggal Pengeluaran STS / Bukti penerimaan lain
Kolom 4 diisi dengan No. STS / bukti penerimaan lain

Kolom 5 diisi dengan jumlah Rupiah setoran STS / bukti pengeluaran lainnya

Lampiran [ Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 37 Tahun 2007

Tanggal : 24 Juli 2007

Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa



BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA ..comvesersarsnsrsnmssessossssasannessss ve KECAMATAN :uuovscsssiessessssssivaninsssiavasosssasnsons
TAHUN ANGGARAN 2011

No. ; ;
Urut Tanggal Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Jumlah (Rp)
1 2 3 4
JUMLAH
tanggal 2011
Mengetahui : BENDAHARA DESA
KEPALA DESA:connnmmsiommmmeisas
(et e e )
(o sunpeensrass o povmsvas sy vevs I ess ooy se v es e )

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan no. urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah Rupiah pengeluaran lain

Kolom 5 diisi dengan saldo buku kas bendahara




